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No. Urut: 62, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan. Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 4355);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencana.an. Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

9 . Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran.
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nonior 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 NOmor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran.
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dolam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

23. Peraturan. Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.328.432.873.686,19
2. Dana Perimbangan Rp. 4.027.349.115.496,00
3. Lain-Lain Pendapatan Rp. 34.555.215.402,00
Daerah Yang Sah
Pendapatan Jumlah Rp. 6.390.337.204.584,19

b. Belania
1. Belania Tidak Langsung Rp. 3.928.855.337.399,00
a) Belanja Pegawai Rp. 2.135.124.582.283,00
b) Belanja Subsidi Rp. 0,00
c) Belanja Hibah Rp. 880.838.339.429,00
d) Belanja bantuan Sosial Rp. 0,00
e) Belanja bagi Hasil Rp. 877.337.640.199,00
f) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 33.608.867.000,00
g) Belanja Tidak terduga Rp. 1.945.908.488,00

2. Belania Langsung Rp. 2.622.423.543.236,32
a) Belanja Pegawai Rp. 35.787.878.705,00
b)BelanjaBarang. danJasa Rp. 1.524.405.211.496,80
c) Belanja Modal Rp. 1.062.230.453.034,52
Jumlah Belanja Rp. 6.551.278.880.635,32
Surplus Rp. (160.941.676.051,13)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan. Rp 563.774.672.840,72
2. Pengeluaran Rp 74.441.100.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 489.333.572.840,72

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 328.391.896.789,59
Anggaran (SILPA)



Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantam dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasa1 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
PeraturanGubernur ini.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT,

dto

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 62
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